
 

WALI KOTA SINGKAWANG 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG 

NOMOR 12 TAHUN 2025 

TENTANG 

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NON-

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA SINGKAWANG, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah 

Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara Kota Singkawang 

telah mencantumkan hak Pegawai Pemerintah Non-

Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menerima 

tunjangan Hari Raya; 

  b. bahwa pemberian tunjangan Hari Raya kepada 

Pemerintah Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dianggarkan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025; 

  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Huruf j, 

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima 

Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, 

Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara 

berhak menerima tunjangan Hari Raya, sehingga perlu 

menetapkan teknis pemberian tunjangan Hari Raya 

kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara Di 

Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 

Anggaran 2025; 



  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota Singkawang tentang 

Teknis Pemberian Tunjangna Hari Raya Kepada Pegawai 

Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan 

Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2025; 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841; 

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

 



  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun 

dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

  8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang 

Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Singkawang Nomor 30); 

  9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 

51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Singkawang Nomor 82); 

  10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Singkawang Nomor 71); 

  11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang 

Tahun 2024 Nomor 8); 

  12. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Singkawang 

Tahun 2024 Nomor 37);  



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN 

TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NON-PEGAWAI 

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2024. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kota Singkawang. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang. 

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Kota Singkawang. 

4. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

Pegawai Non-Pegawai ASN adalah pegawai tidak tetap atau pegawai honorer 

atau sejenisnya dengan honorarium atau penghasilannya dibayarkan 

melalui APBD. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang. 

6. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri. 

 

BAB II  

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  

Pasal 2 

(1) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Pegawai Non-Pegawai ASN. 

(2) Pegawai Non-Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. warga negara Indonesia; 

b. pada saat Peraturan Wali Kota ini diundangkan, telah melaksanakan 

tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat 

selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan 

perjanjian kerja; 

 



c. pendanaan belanja pegawainya bersumber dari APBD; dan 

d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah 

menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Dalam hal Pegawai Non-Pegawai ASN belum melaksanakan tugas pokok 

organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) 

tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tunjangan Hari Raya 

dapat diberikan apabila: 

a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki 

kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak 

menerima tunjangan Hari Raya; atau 

b. telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 3  

Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non-Pegawai ASN paling banyak sebesar 

penghasilan yang diterimanya berdasarkan perjanjian kerja atau surat 

keputusan pengangkatannya. 

 

BAB III  

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA 

Pasal 4 

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan 

paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. 

(2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 

dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal 

Hari Raya. 

(3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 didasarkan pada besaran penghasilan yang diterima pada 

bulan Februari 2025. 

(4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak 

dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan pajak 

penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



Pasal 5  

(1) Pegawai Non-Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

dilarang menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang dananya 

bersumber dari APBD. 

(2) Dalam hal Pegawai Non-Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimkasud dalam 

Pasal 3 Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih 

besar. 

(3) Apabila Pegawai Non-Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan 

pembayaran tersebut merupakan hutang dan wajib mengembalikan kepada 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Pasal 6 

Tunjangan Hari Raya Pegawai Non-Pegawai ASN dibebankan pada APBD Kota 

Singkawang Tahun 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah masing-masing. 

Pasal 7 

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

 

BAB IV  

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 6 

Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai 

Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang 

Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 6) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 

 



Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 
 

 
INDRA WICAKSONO, S.H 

NIP 19801015 201001 1 014 

Pasal 9 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Singkawang. 

 

Ditetapkan di Singkawang 

pada tanggal 14 Maret 2025 

WALI KOTA SINGKAWANG, 

ttd 

TJHAI CHUI MIE 

 

 Di undangkan di Singkawang 

pada tanggal 14 Maret 2025 

SEKRETARIS DAERAH KOTAS SINGKAWANG, 

ttd 

SUMASTRO 

 

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025 NOMOR 12 


